
Menirnbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah 
yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan mencapai stabilitas ekonomi daerah, 
diperDukan penjabaran penganggaran daerah yang efisien, 
transparan, akuntabel dan partisipatif sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. bahwa sehubungan dengan adanya kejadian atap roboh di 
Sekolah Dasar Negeri Klepu 04 Pringapus dan Sekolah 
Dasar Negeri Wonorejo 03 Pringapus serta terdapat 
kekurangan anggaran dalam rekening gaji pada beberapa 
satuan kerja perangkat daerah, perlu rnelakukan 
perubahan penjabaran penganggaran daerah; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Semarang 
Nomor 26 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak 
Terduga, untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan 
melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga 
kepada belanja satuan kerja perangkat daerah terkait; 

d. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Semarang 
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran 
Anggaran, pergeseran anggaran dapat dilakukan untuk 
belanja daerah yang bersifat wajib atau belanja daerah 
yang bersifat mengikat diantaranya adalah belanja pegawai 
untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan; 
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e. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud 

Mengingat : 1. 

Menetapkan 
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dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belarnja 
Daerah Tahun Anggaran 2025; 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 
Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan 
Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah 
Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1652) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 
Peraturan Bupati Semarang Nomor 20 Tahun 2025 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2025 Nomor 20) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Semnarang Nomor 31 
Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 
Nomor 31); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2025 
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2025. 



Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Semarang Nomor 20 
Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang 
Tahun 2025 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Semarang Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2025 Nomor 31) diubah, sehingga menjadi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal I 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang. 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SEMARANG, 

Pasal II 

RUDIBDO 

Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal 

BUPATI SEMARANG, 

NGESTI NUGRAHA 

PARAF KCORDWASI 
KAAA 

GUSUIG 

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN.. NOMOR 
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